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KATA PENGANTAR

Brsmillahirrrahmannirmahim
Assalamualaikum Wr Wh

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telsh
melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-nya, sehingga penulis dapat
menyelesatkan Laporan Praktek Kerja Myata { PKN ) di Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Megara { KPPN )} Jemberdengan judul “ Prosedur
Pencatatan PPh Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Pada Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara{ KPPN ) Jember “.

Adapun maksud dan tujuan penulisan laparan ini adalah sebagal
salah satu syarat kelulusan jenjang pendidikan Ciploma Il Akuntansi Di
Universitas Jember. Kami sebagai penulis menyadan bahwa penyusunan
laparan ini dapat terwujud atas bantuan bantuan dar semua pihak bik
morl ataupun materil, oleh karena il pada kesempatan ini penulis
mengucapkan tenma kasih kepada:

1 Bapak DR.H. Sarwedi, MM selzsku Dekan Fakultas Ekonomi
Liniversitas Jember.

? Bapak M. Migdad, SE, MM, Ak, selaku Ketua Program Studi
Dipioma 111 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

3 Bapak Dra. Imam Mas'ud, MM, Ak, selaku Dasen Pembimbing yang
telah membend pengarahan dan bimbingan sehingga penulis dapat
menyelesaikan laporan ini dengan baik.

4 Bapak Ujang Munir, § s0s selaku kepala Bagian Umum yang telah

memben ijin penulis mengadakan Praktek Kerja Nyata di KPPN

Jember, dan kepada scluruh karyawan KPPN yang  telsh

membantu penulis dalam melaksanakan Prktek Kerja Nyata

5 Ayah dan lbu tercinta, beserta selurub keluargaku yang selama im
senantiasa membimbing dan memben dorongan semangsal sers

dukungan spirituzal kepada penulis, terima kasih atasa semuanya
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6 Sahabat — sahabatku di Jember Cepotl, Cupang { cino ), Gatot,
Firman, Soni teriam kasih atas bantuan — bantuanya selama ini.
Rekan — rekan D Il Akuntansi 2002
Rekan — rekan di Wisma Putra yang 1elah memberkan tumpangan
kepda penulis selama melakukan PEN.

9 Seluruh pihak yang felah membantu dan tidak dapat penuls
sebutkan =atu persatu

Seperti kalta pepatah * Tak Ada Gading Yang Tak Retak “ penulis
menyadari bahwa Laporan Prakiek Kerja Myata ini belumlah sempurna
dan masih banyak kekurangan yang peru adanya perbaikan, karena itu
penulis mengharapkan =aran dan kritik yang sifatnya membangun demi
sempurmanya penulisan laporan ini.

Akhimya Penulis berharap semoga laporan ini berguna bagi kami
khususnya dan pembaca pada urnumnya.

Wassalamualaikum Wr. Wb,
Jember, 27 Oktober 2005

Fenulis
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kennenganna  kennenge Lakona lzkone, Opana
Opene

“ Sakera “
Anyone who has never made a mistake has never

tried anything new

“ Afbert Efnsteirn ¥

Saya tidak pernah menyesal kepada sesuaty kecuali
apabila matahan terbenam dan berkurang ajalku
namun amalku tidak bertambah.

“Abdlfiah bin Mas'ud. RA”
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BAE |
PENDAHULUAM

1.1. Alasan pemilihan judul

Setelah tenadinys kelebiban stok minyak duma sekitar tahun 1989
sehingga berdampak pada penurunan harga minyak dipasar dunia
sehingga pemenntah dalam memenuhi anggaran negara beralih ke saktor
non rmgas, salah satu altematif yang digunakan pemerintah dalam
pendanaan pembangunan adalah penerimzan dari sektor pajak karena
sektor ini jumiahnya relatif lebib stabil terhadap perubahan ekonomi dunia
Disamping itu pajak merupakan wujud nyata partisipasi masyarakat dalam
permbangunan.

Seiring dengan pertumbuban  perekonomian  Indonesian  maks
permerntan peru mengadakan perubahan terhadap peraturan perpajakan
dengan dikeluarkannya undang - undang baru antara lain UL No. @, 10,
11, 12 tahun 1284 yang merupakan dasar hukum perubahan undang -
undang perpajakan yang telah dikeluarkan sebelumnya. Sejak tanggal 1
Januan 2001, UL No, 10 tahun 1994 tidak beriaku lagi karena telah diubah
dengan UL Mo. 17 tahun 2000 fentang perubahan ketentuan PPh pasal
21, Sesuai dengan UU tersebut maka yang menjadi subjek pajak adslah
orang pribadi, badan { PT, CV, BUMN, BUMD, dan bentuk usaha lainya |
serla badan usaha tefap { BUT ). Sedangkan objek pajak dikenakan
antara lain pada penghasilan { imbalan yang berkenaan dengan pekerjazan
atau jaza, hadiah dan undian atau pekerjzan, penghargaan. laba ussha,
alauy pensnmasan.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Megara ( KPPN ) Jember
merupakan salah satu lembaga pemerintah yang mempunyai fugas posok
yang salah satunys rmelsksanzkan anggaran belanja rubin, Maka untuk
mermpaiancar tugas tersebut KPPN membuichkan sumber daya mancsiz

i, sOn ) yang profesional  Dan sebagai imbalannya, peamenntah

L
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memboenkan gaji dan juga tunjangan serta penghargaan atas pekenaan
yang dilakukanya., Maka dar du KPPN Cabang Jember selzin bertindak
sebagal wajlb pajak badan juga sebagai pemotong pajak penghasilan
{ PPh pasal 21 }, atas karyawan tetap maupun tenaga kontrak { TEEK )
sarta berhak memotang pajak bagi penerima pensiun bulanan.

Zehubungan dengan hal tersebut maka hagian Akuntansi selain
menyelenggarakan pembukaan untuk mempertanggungjawabkan tugas -
tugas yang dibebankan kepadanya, juga digunakan sebagai dasar - dasar
perhitungan pajak sesuaj dengan pasal 28 UL No. 6 Tahun 1983 Jo. UU
MNo. 9 Tahun 1994 Jo. UU Ne. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum
Perpajakan mengatur penyelenggaraan pembukuan untuk  keperluan
perpajakan. Karena Indonesia menggunakan sistem self assesment dalam
pemungutan pajak yaitu sistem pemungutan pajak vang memberikan
kepercayaan penuh kepads wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan
melaporkan pajaknya maka diperiukan pembukuan yang akurat. Dan untuk
mendapatkan pambukuan yang akurat dipsriukan suatu prosedur yang
telah terencana, demikan halnya dalam pencatatan PPh pasal 21 juga
diperiukan suatu prosedur untuk menghindan kesalahan - kesalahan yang
mungkin terjadi.

Dan urzian di atas maka prakiek kerja ini mengambil  judul
PEOSERDUR PENCATATAN PPh PASAL 21 ATAS GAJI KARYAWAN

FADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA { KFPN )
JEMBER.
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1.2, Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata
1.2.1. Tujuan Praktek Kerja Nyata
Prakek kerja nyata ini bertujuan untuk:
a  Mengetahui dan memahami prosedur pencatatan FPh Fasal 21
atas gaji karyawan pada KPFN Jember
b. Memperoleh pengalaman praktis mengenai prosedur pencatatan
PPh Pasal 21 alas gaji karyawan khususnya di KPFPN Jember

1.2.2. Kegunaan Praktek Kerja Nyata

Kegunaan prakiek kerja nyata i adalah dapat menambah
wawssan, pengetahuan, dan pengalaman praktis menganai prosedur
pencatatan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan KFPN Jember

1.3. Obyek dan Jangka Waktu Praktek Kerja Nyata
1.3.1. Obyek Kerja Nyata

Praktek kerja nyata ini diulaksanakan di Kantor FPelayanan
Perbendsharaan MNegara ( KPPN ) Jember yang berada di Jl. Kalimantan
Mo, 35 Telp, 0331 334144,

1.3.2. Jangka Waktu Praktek Kerja Nyata

Jangka waktu PKMN dilaksanakan sesuai dengan yang ditetapkan
Program Diplorma 1l Fakultas Ekonomi berlangsung mimimal 144 fam kerja
afektif, sejak bulan September sampai dengan bulan Cktober.
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1.4. Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Ferna Nyala adalah sebagai berikut -

Tabeal 1.1 Jadwal Pelakzsnzan PEM

Kegiatan yang dilakukan mahasiswa dalam pelaksanaan Praktek

finggu ke .
Mo reterangan !'
4 ERFSEaRs
1 Ferkenalan dengan ®aryawan KFFPN Jlember 'I .
o Penempatan Praklek Kera Nyata pada|
bagian Umum
5 Membantu memerikes  SPM beseria 7
kalengkapan l[ampirannya
4 Membantu menyetemmpel tanda terima 5PM | :'
dan jenis SPM pada Routing siip 1[
5 Memeriksa daftar ga) pegawal sustu satuan & |
kerja yang mengajukan SPM untuk gaji [ b
1
g Maemeriksa daftar gaji pegawai suatu satuan ~ { :
kera yang mengajukan SPM untuk gaji 1
L | .
7| Membantu mengisi kartu pegawailga) PNE l: e | '
| |
Mengoreksi dan membenarkan daftar gaji i o
& | pegawal suatu satuan kerja karena ada | | /5
pengurangan tunjangan yang didapatkan { g
Mambanly mencocokkan penerimaan dan |
9 | Bank Persepsi serta mencatatnya dalam | W
Caftar Penerimaan Bank Persepsi ¢
: [
10 | Memisahkan faktur pajak .' v
|
i I
I i J Membanty mengetik karu pengeposan surat | v
H |
| Penutupan mahasiswa Prakiek Kerag Nyata |
| sekaligus mohon din kepada Kepala Kantor |
12 | Pelayanan Perbendaharaan MNegars (KPPN) | .
{ Jember dan selurun pegawai di KPPN |
| dember l
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BAB I
LANDASAN TEORI

2.1. Pengertian Prosedur

Fengerban prosedur menurut W, Gerald Cole | Barndwan,1998:3 )
adalash suatu  uwrutan-urutan  pekerjazn  kerani  (clercall  biazanya
melipatkan beberapa orang dafam saw bagian atau lebih yang disusun
untuk menjamin adanyva perlakuan yang seragam terhadap transaksi-
transaksi perusahaan yang sering terjadi

Sedangkan pengertian prosedur menunit Mulyadi ( 20016 ) prasedur
adalah kegiatan klerkal yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam
suafu deparemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan
secara seragam transaksi perusahaan yang teradi berulang-ulang. Dan
definisi diatas dapal dambil kesimpulan bahwa prosedur merupakan
urulan kegiatan klerikal. Kegiatan klerikal (clerical operation) terdin dan
kegiatan berikut ini yang dilakukan untuk mencatat informasi dalam
tarmulir, buku jurnal, dan buku besar :
g. Menulis
b. Menggandakan
Menghitung
ramben kocds
Mendaitar
Mermilih (mensortasi)
Memindah
Nembandingkan.

> @ Sop oon

Hasimpulanyz proses pencatatan data akunlansi | sesagar kegiatan
klerkal ) adalah kegiatanuntuk mencatatat data akuntansi kedalam jurmal
dan rekening
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{ baik yang ada dalam buku basar maupun puku pembaniu ). Ada tiga
cara yang dapat digunakan uniuk melakukan pekeraan jurnal dan posting,

yaitu sebagal berikut ( Bandwan, 199647 1.

2.1.1. Metode Tangan { Pen and Ink |

Oalam cara ini bukti transaksi dicatat kedalam jurnal dilanjutcan
posting ke buku besar dan buku pembantu. Untuk tiap bukfi tranzaksi
yang diterima di bagian akuntansi akan dicatatat datam buku jumal,
dilamjutkan posting ke huku pembantu setiap hari, Pada akhir minggu atad
bulan buku jurnal dijumiah kemudian jumizhnya diposting ke buku basar
Jika dibuat gambaniya metode tangan akan tampak sebagai berikul

Bukt r"r i
Tramsuks Bk Jurmal | Buku Besar /
_'_'_,_,.7-'—'_'_'_ I
I

I
I
¥

Tk ’f"ll
Pemlunii /

*  Ams informasi dengan mengaunakan dokumen

Keterangan :

——————— e Ams mformag tanpa dokurmen

Gambar 2.1 Pencatatan Jurnal dan Pesling dengan Tangan
Sumber data | Sistem Akuntansi ( Bandwan, 1998 1 48 )

Metode tangan dapat juga sedikit berbeda dar gambar diatas, yaitu

posting ke buku pembantu tidak dilakukan dan buku jumal, tetsp dan

buktl transaksi. Pencatatan lainya dilakukan dengan cara seperi gambar

digtas. Varizsi matode tangan i jika di gambarkan akan tampak ssbags
berisut
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Hariiat Peniodil

Bukt 7 i
; 4k —
I'ransakst ikt Tursak i o
L___ _f— — e
e ——— Ferekius
Pembrarttu

b Arus infurmasi dengam menggumakan dokumen

o T i i

Ketarangan

e ————— —»  Arus infonmasi tanpa dekumen

Gambar 2.2 Pencatatan Jurnal dan Posting Dengan Tangan
Sumber data : Sistem Akuntansi | Baridwan, 1995 45

2.1.2. Metode Posting Langsung ( Direct Posiing ).

Dialam cara ini bukti transaksi yang diterima cleh bagian akuntansi
langsung diposting ke rekening — rekening bukuy pambantu. Dzalam
pekenaan posting ini dibuatkan tembusan dari buku pambaniu yang
berfungsi sebagai buku jurmal. Penggunaan metode posing langsung
dapat menghernat wakiu dalam membuat jurnal. Matode ini dapat
dikerakan tangan ataupun denga mesin pembakuan. Apabila dibuatzan
gambarnya, metode posting langsung ini @kan yampar =zbagai barkut:

Tk ._/ Pe]il:::a;tu f"'lr— i
Transaksi f’i Huku Besar /

Btk Tnrnal
!

Feterangan -
+  Arws wformsst densan menggunakan dekomen
it ——» Arus inlormasi tanpa dokamen
Gambar 2 3 Pencatatan Pasting Langsung

Sumber dara © Sisiem Akuntans! [ Baridwan, 1598 0 44 |
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7.1.3. Metode Tanpa Buku Pembantu { Ledgerfees Book Keaping )
Matode ketiga ini mereupakan metode  pembukuan  tanpa
menggunakan buku pembantu, sehingga tidak ada pekenaan memposting
ke buku pembanty. sebagai buku pembantu, dibuatkan map — map untuk
menyimpan bukti transaksi. Map — map m mempunyai fungsi sebagai
buku pembantu dalam bentuk gambar, metods ini tampak sebagai benkut:

Harian Periodik

Buki
Framzaksn Buku Jumal Huku Thesar
e o :

keterangan |

#  Arys informasi dengan menggunakan dokumen

——— e A N frmasi tanpa dolouricn

Garnbar 2.2 Metode Tanpa Buku pembantu
Sumber data : Sistem Akuntansi [ Bandwan, 1998 50 )

2.2. Pengertian PPh pasal 21

Pengertian PPh pasal 21 adslan pajsk yang dikenzkan stas
penghasilan wajib pajak orang pribadi dalam neper yang bemupa gajl
upah, hanararium, tuniangan dan pembayaran lzin dengan nama apapun
sehubungan dengan pokerjazn atau jabatan, jasa dan kegiatan sesuai
dengan WU No. 7 tahun 1963 Jo, UL to 10 Tahun 1884 Jo, UL Mo 17

tatiun 2000 pasal 21 undang — undang pajak penghasilan,
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0

2.2.1. Subyek Pajak

Sesual dengan undang — undang nomor 17 tahun 2000 pasal 2

yang termasuk subyek pajak antara lain

1.

Ln

Pegawai tetap, adalah orang prbadi yang bekerja pada pemberi kerja
yang menenma atau memperaleh gaji secara barkala

. Pegawai lepas, adalah orang pribadi yang bekena pada pember kerja

yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi tersebut bekerja.
Fenenma pensiun, adalsh orang pribadi atau ahli warisnya vang
menerima imbalan untuk pekeraan yang dilakukan pada masa lalu.

. Penerima honorarium, yaitu ormag pribadi yang menerima atsu

mempercleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan atu kegiatan
yang dilakukannya,
Penerima upah yaitu arang pribadi yang menerima upah haran,
mingguan, borongan ataupun upah satuan

Sedangkan yang tidak termasuk dalam pengertian penerima

penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21

1:
il

Badan perwakilan negara asing.

Pejabat perwakilan diplomatic dan konsulat atau pejabat lain dari
negara asing.

Organisasi — organisasi intemasional yang  ditetspkan dengan
keputusan menter keuangan.

Fejabat — pejabat perwakilan organisasi yang ditetapkan dengan
keputusan menter keuangan,

222, Obyek Pajak

Sesuai dengan UU nomar 17 tshun 2000 pasal 4 ayat 1 WEN(

menjaci obyek pajak penghasilan adalah seliap tambahan kemampuan

ekanomi yang diterima atau diperoleh wajb pajak, baik yang berasal dar

Indonesia maupun dari luar Indonesia, ynag dapat dipakal untuk konsurmsi

atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan defgan

M=

ma dan dalarm bentuk apapun antara lain
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. Penggantan atau imbalan berkenaan dengan pekeraan atu iasa vang

diterima atau diperaleh fermasuk gaji, upah, tunjangan, honararium,
komisi, bonus, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainya
Hadiah dari undian atau pekeqaan atau kegiatan dan penghargan.
Laba usaha
Keuntungan karena penjualan atau pengalihan hara.
Fanerimaan atau perolehan pambayaran berkala.
Tambahan kekeyaan netto yang berasal dan penghasilan yang beleum
dikenakan pajak.

sedangkan penghasilan yang yang tidak dikenakan permotongs

pajak penghasilan pasal 21 adalah sebagai berikut:

1.

Bantuan sumbangan, tenmasuk zakat yang diterima oleh badan am!
zakat alau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh
pemerintah dan para penerima zakat yang berhak.

Harta hibah yang ditenma oleh keluarga =edarsh dalam garis
keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badac
pendidikan atau badan sosial alau pengusaha kecil termasuk koperasi
yang ditetapkan oleh meantarni kleuangan,

2. Warisan

4. Bagian laba yang diterima atau diperocleh anggota dan persercan

LA

komanditer yang modalnya tidak tebagi atas ssham — saham,
pesekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi

Bunga chiigasi yang diterima atau dipercleh parusahaan rexsadans
selama 3 { ima } tahun pertama sejak pendirian perusshzan ats.

memberkan ijin usaha

2.2.3. Tarif Pajak

Tarif paiak ( tax rate ) adalah anpgka atau prosentase yang

digunakan uniuk menghitung jumiah pajak atau jumlah pajak terutang

Disamping lant pzjak pada umumnya untuk menentukan jumlah pajas

perlu diketahui dasar — dasar pengenaan pajak.
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Sesual dengan UU Noo17 tahun 2000 pasal 17 yang telah dipsrbani
dengan peraturan menteri keuangan Mo-584/KMK.D32004 tentang tanf
pajak dimana peraturan tersebul mulal berlake sejak tahun pajak 2005
maka tanf pajak yang dikenakan atas penghasilan kena pajak adalah
sebagai berikut

a. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut
Tabel 2.1 ;Tarif Penghasilan Kena Pajak Perorangan Dalam Negeri.

Lapisan penghasilan kena pajak Tarif
Sampai dengan Rp 25.000.000 5 %
Diatas 25.000.000 s.d Rp 50.000.000 10 %
| Diatas Rp 50.000.000 =.d R 100 000000 15 %
Diatas Rp 100.000.000 s.d Rp 200.000.000 | 25 %
Diatas Rp 200.000.000 35 % |

Surnber - UU Perpajakan,

b. Wajib pajak bdan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah
sebagai berikut:
Tabel 22 : Tanf Penghasilan Kena Pajak Badan Dan Bentuk Usaha
Tetap Dalam Meger

Lapisan penghasilan kena pajak Tanf .

Sampal dengan Rp 50.000.000 10 % ==

Ciatas Rp 50 000000 5% |
| Diatas Rp 100.000.000 30 %

Sumber * ULl Perpajakan

2.2.4. Penghasilan Tidak Kena Pajak { PTKP )
Besarnya penghasilan tidak kena pajak sesuai dengan dangan UL
M 7 tahun 2000 pasal 1, dimana besarnya PTKP telah disesuaikan

kembali dengan diterbitkanya surat keputusan menteri keuangan Me-


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

SEBA/KMELD2/2004 tanggal 289 november 2004 yang beraku sejzk tahun
pajak 2005 adalah sebagai berikut |

1. Rp 12.000.000untuk dir wajib pajak sendiri.
2. Rp 1.200.000 tambahan untuk wajib pajak kawin.

3 Rp 12.000.000 tambahan untuk seorang istn yang penghasiianya

digabung dengan penghasilan suami.

4. Rp 1.200.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan

keluarga semenda dalam garis keturunan lurus maksimal 3 orang

untuk setiap keluarga.,

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di dalam tabel dibawah ini

Tabel 2.3 : Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak

' PTKP |
NO | STATUS HETERANGAM - |
PERTAHLUM FERBULAN |
i
1 T | Tudak kawin 12000000 | 1000000 |
2 | Tre1 | Tidak kawi tanggungan saty 13 200000 1.100 000 |
3 Thi2 Tidak kawin tanggungan dua 14 400000 12050 DO
_4 7 - TK/3 Tidak kawin tangoungan tigs 15.500.C00 1. A0, 000
& KO Kawin tanpa tanggungan 13,200,000 100, 0
& ki1 | Kewin tanggungan sah 14 400 000 1.200.000
. K2 Kawin tanggungan dua 15,600,900 1,300,007
B | W3 | Kawn tanggungan tiga - 16.800.000 1,400,000
|
._E I ki Ara Kawinslen kera tanpa tanggunnan _ -25.23-1-'_13!: 2100000 -
{10 L T Hawin, isied kera langgungan saty L Z6.400.00C P E-th.ﬂtﬂ
i 11 LR T '-‘iuw:;| i&*.e.ri kerja tangauncgan sai _..?? B0 (0 iB 2 E’.]E-.CIE-
E.i RO | Eavan,isten kega tanggungan satu SR 800000 :l 2 200 000
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225 Cara Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21

Adapun cara menghitung  pajak penghasilan pasal 21 untuk

peEgawa tetap -

3.

Untuk menentukan besamya penghasilan netto pegawal tetap.
penghasilan bruto ( gaji pokok ditambshkan dengan tunjangan —
turjangan ) dikurangi dengan :

a. Biaya jabatan, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih dan
memelihara penghasilan yang besarnya 5% dari penghasilan bruto,
setinggl — tingginya Rp 1.286.000 setahun atau Rp 108.000
sebulan.

b. luran yang terikat pada gaji kepada dana pensiun yang pendirianya
tedah disahkan oleh menteri keuangan dan iuran tunjangan hari tua
( THT ) kepada badan penyelenggara jamsostek, kecuali kepada
badan penyelenggsra taspen, yang dibayar oleh pegawai.

Hasil yang diperoleh selanjutnya disebut penghasilan netto yang

kemudian dikurangkan dengan penghasilan tidak kena pajak, sesuai

dengan pasal 7 UU nomor 17 tahun 2000 yang telah disesuaikan
dengan peraturan menteri keuangan No-564/KME.O3/2004 vang

berlakue mulai tahun pajak 2005,

Kemudian akan diperoleh penghasilan kena pajak ( PKP ), dan untuk

PFh pasal 21 dihitung dengan mengalihkan PKP yang telah

disetahunkan dengan tarif pajak sesuai dengan ketentuan yang telah

disebutkan dalam UL No. 17 tahun 2000 yang telah disugikan kembali

dengan  dikeluarkannya  peraturan menter  keuangan M-

264 KME.03/2004.

Adapun rumus atau cara menghitung FPh pazal 21 adatah sebagai

berikui
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Komponen Penghasilan

Gaji pakok Rl R s
Tunjangan R oo +
Fenghasilan bruto Rp. 20000000

Komponen Pengurang

Biaya jabatan R, s

luran pensiun Rp. 30000000

luran THT Rp. 000000

luran lainya Rp, 0o +

Rp. sxooo0o; —

Fenghasilan netto sebulan Ep. 00000
FPenghasilan netto setabun ( X 129 Bp. xooo0om
PTEP setahun Fp. 000000
FKP satahun Rp. s00000

“+ PPh pasal 21 setahun

Tanf pajak pasal 17 UU pajak panghasilan X PKP setahun
< PPh pasal 21 sebulan
PPh pasal 21setahun : 12 bulan

2.3. Surat Setoran Pajak [ S5P )

Sural Setoran Pajak { 5SP ) adalah surat yang olsh wajib pajak
digunakan untux melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang
terhutang ke kas negara atau kelermpat pembayaran lain yang telsh
ditetapkan oleh Menteri Keuangan. SSP ini juga berfungsi sebagai buky
dan laporan pembayaran pajak. Pembayaran atau penyctoran paak dapat
dilzkukan di bank — bank persepsi atau PT. POS Indanesia { POSINDG )

Untuk batzs waktu pembayaran atau penyetoran pajak penghasilan

pasal 21 tanggal 10 bulan lakwim berikutnya setelah masa pajak barakhis
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Sedangkan untuk pembayaran kekurangan pajak  yang tentang
bercasarkan SPT tahunan PPh harus dibayar lunas selambat — lambatnys
tanggal 25 bulan ketigas setelah tzhun pajak atay bagian tahun pajak
berakhir, sebelurm SPT tersebut disampaikan atau disetorkan.

Mamun apabila pada tanggal pembayaran atau penveloran jatub
pada han libur, maka pembayaran atau penyatoran harus dilakukan pada
hari kena berikutnya. Setiap keterlambatan pembayaran dikenzkan bunga
sebesar 2% sebulan untuk seluruh mass, yang dihitung sejak jatuh tempoa.
Apabila dalam hal wajib pajak tidak mampu membayar pajak atau alasan
lain, maka wajib pajak dapat mengajukan permohonan secars tertulis
untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak sesuai dengan tats
cara danm kefentuan yang berlaku.

2.4. Surat Pemberitahuan { SPT )

Pangertian dan Surat Pemberitahuan ( SPT ) adalah surat yang oleh
wajib pajak digunakan untuk milaporkan perhitungan dan pembayaran
pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang — undangan
perpajakan.:

sedangkan fungsi SPT bagi pemotong atau pemingut pajak adalah
sarana untuk melapor dan mempertanggung jawabkan pajsk yang
dipotong atau dipungut dan disetor

Dalam pengisian SPT wajib pajak harus mengambil sendin fammulir
2PT pada Kantor Palayanan Pajak setempat dan mengisi formulic ST
dengan benar, jelas dan lengkap serta menandatangani sesual dengan
petunjuk yang berikan. Kemudian SPT yang telah diisi diserahkan kembal
ke Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan dalam batas waxiu vang
telah ditetapkan dan meminta bukti penermaan SPT.

Jenis Surat Pembertahuan {( SPT ) menuwut saat pelaparannys

dibaedakan menjadi 2 yaitu ;
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1. SPT Masa adalzh surat yang aleh wajib pajak digunakan untuk
melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang ferstang
dalam suatu masa pajak atau pada suatu saat

2. 5PT Tahunan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk
melaporkan penghifungan dan pembayaran pajak yang terutang
dalam suatu tahun pajak.

Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan mempunyai fungsi -

1. Sebagai  sarana untuk melaporkan, melaksanakan  dan
mempertanggung jawabkan perhitungan jumiah pajak yang terutang

2. lLaporan tentang pemenuhan pembayaran pajak yvang telah
dilaksanakan sendin dalam satu tahun pajsk atau bagian tahun
pajak,

3. Laporan pembayaran dar pemotongan atau pemungutan tentang
pemolongan atau pemungutan pajak orang atau badan lain.

4. Merupakan alat peneliian atau kebenaran perhitungan pajak
terutang yang dilaporkan wajib pajak.

Batas wakiu penyampaian Surat Pemberitahuan { SPT ) untuk PPh

Pasal 21 :

1. SFT Masa PPh Pasal 21 batas waklu penyempaiannya tanggal 20
bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak barakhir,

2. 8PT Tahunan PPh Tahunan Pasal 21 batas waktu penyampaiannya
selambatnya 2 bulan setelah Tahun Pajak berakhir.

Sanksl administrasi dan sanksi pidana yang dikenakan untuk wajib pajak

apabila terlambal menyetor atau menyampaikan SPT adalsh sebags

berikut

1 Walb pajak yang terlambat menyampaikan SPT dikenakan sanks
administrast  berupa denda untuk  SPT  Masa  sehbessar
Rip. 2000000000 dan  untuk  SPT  Tzhunan  schassr
Rp. 100.000.000 00,

£ Wajib pajak yang tidak menyampakan SPT atau menyampaikan SPT

can atsu keterangan yang isinya tidak benar karena kezlpazn wajib
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2.5,

17

pajax sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara, dipidana
dengan pidana kurungan selama — lamanya satu tahun dan denda
setinggi — tingoinya dua kali jumlah pajak yanh terutang.

Apabila wajib pajak tdak menyampaikan SPT atau menyampaikan
SFT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap
dengan sengaja dapatl menimbulkan kerugian pada pendapatan
negara, diancam dengan pidanz penjara selama — lamanya B
( enam ) tahun dan denda setinggi — tingginya empat kali jumlah
pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

Akuntansi Untuk PPh Pasal 21
Fencatatan axuntansi yang dilakukan oleh lembagzs stau perusahaan

sehubungan dengan pengenaan pajak penghasilan pasal 21 adalsh
sehagai benkut:

1%

L)

Fada saat pamatongan gaji karyawan, jurnal yang dibuat adalah

B2 Biaya gaji Fp xgxx
K. Utang gaji karyawan Rp oo
Utang PPh 21 karyawan Rp w000
Fada saat pembayaran gaji karyawan, jurnalnya adalah
D utang gaji karyawan  Rp xxxx
B kas Rp o000
Fada saat pembayaran PPh karyawan, jumalnya adalah
D: Utang PPh 21 karyawan REp oo
s kas R xoxx
Apabila pajas dibebankan pada majikan, jumalnys adslah
[x: Utang gaji karyawan Rp xxxx
ang PPh 21 karyawan Rp xoos
ke kas Rp aoxx
Apabila pgjak tidak dibebankan pada majisan, jumalinye adalah
B Utang gaji karyawan  Rp xxox
K Kas Rp xoodx

Utang PPh 21 kanyawan Fp oo
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BAE Il
GAMBARAN UMUM OBYEK PKN

3.1 Sejarah singkat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Megara

{(KPPN) Jember

Demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di  bidang
perbendaharaan dalam wilayah Jember dan sakitarnya. pada tahun 1973
berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Rl Nomor 405/MKE 6/4/1573 Ja
Momor 025768-25/1473 didikaniah Kantor Pernbantu Bendahara Negara
(KFBN) Jember. KFBN Jember beroperasi sampai dengan tahun 1975
¥arena adanya otonomi perananifungst kantor maka pads bulan Maret
1979 KFEN Jember berubah nama menjadi Kantor Kas MNegara (KKN)
Jember disamping itu juga terdapat Kantor Perbendaharasn Megara
{KPN) Bondowoso,

Dengan dikeluarkannya Keputusan Menten Keuangan tangasl 12
Juni 1988 Nomor B45/KMKE:0171889, terjadi reorganisasi penggabungan
Kantor Perbendaharaan MNegara dan Kantor Kas Megara meniadi Kantos
Perbendaharaan dan Kas MNegasra (KPPN) Jamber. Surst keputusan
tesabut berlaku mulal bulan April 1990,

rantor Perbendaharaan dan Kas Negara adalah badan yang berads
di bawah departemean keuangan yang bertanggung jawab kepada kantor
wilayah Direktorat Jenderal Anggaran vang berkedudukan i ibu xots
propinsi dan untuk kedudukan Kantor Perbendaharaan dan Kaz MNegars
berada di kabupaten. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomes
402 Mk.B/4M975 sebaga pelaksana Keputusan Presiden Nomor 44 dan
45 tahuni1975 yaitu mengenai tugas pokok Deparemen Keusrgan
dibidang Anggaran Pendapatan dan Belanja nepgara sesuai dergar
kebijskan yang telash ditetapkan olah Menteri Keuangan Sepubhk

indone=sia
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Pada bulan Juni 2004 didasarkan pada adanya refomasi dalam
lugas, fungsi dan struktur organisasi Departemen Keuangan, sesual
dengan Keputusan Menter Keuangan MNomor 305EME 01/01/2004
tanggal 23 Jum 2004 KPKEM Jember berubah fungsi dan strukturnya
menjadi Kantor Petayanan Perbendaharaan Negara Jember, Adanya
reformasi dalam tubub Departemen Keuangan tersebut berujuan untuk
meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat kKnususnya yang
berhubungan dengan tugas dan fungsi pokok Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Megara (KPPN).

Instansi'departemen mitra KPEN Jember, antara {ain :
Departemen Agama
Departamen Keuangan
Departemen Kehakiman
Departamean Pertahanan dan Keamanan

R

Universitas Jember
Fajaksaan Negen
THI

FOLRI

Badan Pusat Statistik

© o N

10.Badan Perahanan Masional
11. Radio Republik Indonasia
17 Pemda. Kabupaten Jember

13. Pemda. ¥abupaten Lumajang

3.2 Struktur Organisasi

atruklur mempunyal artl susunan tentang gambaran bagian-bagian
yang ada dan dizeral ugas dan langgung jswabnya sekaligus jucs
hubungan antar bagian-bagian dalam struktur tersebut  Sedangkan
organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara cita-cita can twiuzn

terleniu yang sama untuk dicapai bersamsa.
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Berdasarkan beban dan keluasaan tugas dan wewenang Kantor

Pelayanan Perbendaharaan Megara (KPPN) diklasifikasikan dalam

1. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPR) Tips A Khusus
2. kFantor Pelayanan Perbendaharaan Nagara (KPPN) Tipe A
3. Kantor Pelayanan Perbendsharaan Megara (KPPN) Tipe B
Kantor Pelayanan Perbendaharaan MNegara (KPPN)  Jember

termasuk dalam tipe B yang memiliki wewenang meliputi daerah
K.abupaten Jember dan Kabupaten Lumajang. Dalam struktur organisas:
Kantor Pelayanan Perbendaharaan MNegara (KPFPN} Jember terdin dari :
1. Kepala Kantor
2. Sub Bag. Umurm terdin dari :

a. Koordinator Pelaksana Tata Usaha dan Keusngan

b, Koordinator Pelaksana Pelaporan dan Rumah Tangoa

c. koordinator Pelaksana Kepegawaian
3. SHeksl Perbendaharaan

a. Koordinator Pelaksana A

. Koordinator Pelaksana B

c. Koordinator Pelaksana C
4. Seksi Bendahara Umurm

a. Koordinator Pelaksana Bank Tunggal/Gino Fos

b, Koordinator Pelaksana Bank Parsepsi
5. oeksi Verifikasi dan Akuntansi

a  Kpordinator Pelaksana Venfikasi

b, Keoordinator Pelaksanan Akuntansi

Adapun bagan struxztur organisasi wanor Pelayanan

Perbendzharzan Megara (KPPN) Jember sebagai berikut
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Tabal 3.1

P,

Daftar susunan pegawai tetap KPPMN Jember berdazarkan jabatan/esslon

Eselon
Jabatan

Ve e

Mon )
Eselon

Jumiah

t.epala Kantor 1

Kaszubbag. Limum - 1

it SIS

Kasi | - 1
Perbendaharaan
kasi Bendahara - 1

Lmum

Kasi Werifikasi - 1

FPelaksana £ £

44

A4

._I'u'ﬁiiah

4%

Sumber ! Kepegawaian KFPN Jembear

Tahel 3.2

Daftar Susunan Tenaga Honorer

Sumbear ; Kepegawaian KFPN Jembar

Keterangan Jumlah
Tenaga Sopir ! 1
Tenaga Satpam :’- o
Tenaga -:'.:!e:ining Servica . 1
'Tenaga Kebersiban Lingkungan 1
Jumlah & |

Dalam rangka pengelolazn keuangan negara. masing-masing bagisn

dalam susunan organisasi KPPH mempunyal tugas dan fungsi yans

terperingG sebagai berikut
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1

A. Kepala Kantor
Kepala Kantor mempunyai tugas dan fungst memantau  selungh
pekerjaan bawahannya, mengadakan keoordinasi dan  kerasams
dengan para stafnya serta bertanggung jawh atas kelancaran tugas
dan fungsi KPPN dalam rangka mencapai wjuan yang telah digariskan
oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb). Serta dapat
diuraikan tugas kepala kantor antara lain |
1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kenga KPPN  sebagai
bahan strategi kantor wilayah Direkiorat Jenderal Perbendaharaan.
2. Mengkoordinasikan penatausahaan dokumen anggaran serts
revisinya
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan urusan tata usaha dan keuvangan.
4. Mengkoordinasikan pelaksanazan umusan rumah tangga kKantr dan
pelaporannya
5 Mengkoordinasi  pelaksanaan  pengujian  tarhadap dokumen
permintaan pembayaran atas baban AFBN.
&. Mengkoordinasi semua penerbitan dokumen yang dibutuhkan atas
nama Menteri Keuangan.
EB. Sub Bagian Umum
Sub bagian umum mempunyai fugas sebagai berikut ;
1. Melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, ata usaha, ruman
tangga
g, Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan
kepegawaian
b. Menyeienggarakan tata usaha kepagawaian
oo Melakukan perencanaan, pelaksanaan dan penatauszhaan

urusan keuangan

d. Menatausahakan dokumen anggaran, persuratan dan kearsipan

i

Melakukan penghapusan arsip sesuai ketentuan yang bertsku

. Menvelenggarakan urusan rumah tangga kantor
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g. Mengkoordinasikan penyusunan laporan berkalz sub bagian
LTI

h. Menyusun Laporan Akuntabilitas kinerda Instansi Pemenntah

Penyusunan laporan keuangan

a. Meneliti dokumen sumber bahan penyusunan laporan keuangan

b. Membuat laporan keuangan tingkat satuan kerja

. Menelt laporan keuangan tingkat satuan keqa

d. Menyampaikan laporan ADK dan laporan keuangan tingkst
satuan kerja kepada seksi verifikasi dan akuntansi Kanwil Ditjen
PEN

Pelaksanaan unisan kehumasan

a, Menampung pengaduan masyarakat baik lesan maupun tertulis
termasuk yang termual dalam media cetak/elekironik

b. Menyampaikan saman pemecahan masalah kepada kepala
kantar

c. Menyampaikan penjelasan resmi ataz permasalahan dan
pemecahannya

d. Mengadakan sosialisasi peraturan dan  kebijakan  bam
pemerintah kepada mitra keda

. Penyelesaian termuan hasil pemerdksaan

a. Menyusun tanggapanitindak lanjut LHP sub bagias umum

B. Menghimpun  tanggapanftindak lanjut LHP  darn  seksi
percendaharsan, seksi bendahara umum serta seksl verifkas
dan akuntansi termasuk LHP sub bagian umum

c. Menyusun konsep bahan tanggapanitindak lanjut LHF

L

Mengoreksi dan menyelesaikan tanggapantindak fanjut LEP
untuk ditandatangan: oleh kepala santor.

Penerbitan Surat Perintah Membayar

a8, Menerbitean SPM untuk keperiuan KPPN sebagai satuan kerjz

o Menerbitkan SPM untuk keperuan pengembaiian
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. Melakukan penerbitan SPM atas dassr nota taghan j@sa
perbendaharazsn dan proviei bea masuk vang diterima dari
kantar pos

G, Penatausahaan SPM dan proses penyelesaian SP20D
a. Men=rima, mendistribusikan SPM serta mencetzk SP20 dan
daftar penguji
C. Seksi Perbendaharaan

Seksi Perbendaharaan terdin dan tiga koordinator Pelzksana antara
lain Koordinator Pelaksana Perbendaharzan |, 1, Ul yang masing-
masing mempunyai fungsi melaksanakan urusan penguiian SPM,
menerbitkan SP20 dan urusan dokumentasi yang menjadi dasar
penerbitan SF20.

Untuk  menyelenggarakan  fungsi  ter=sebut  distas, Seksi
Ferbendaharaan mempunyai tugas -

1. Melakukan pengujian terhadap dokumen SPM yang diterbitkan

pengguna anggaran dan penarbitan persetujuan pencarian dana

a. Melakukan pengujian terhadap SPM belanja pegawal dan
belanja non pagawai

b. Melakukan pengujian terhadap SPM pengembalian

c. Melakuran penguiian terhadap SPM yang bersumber dan
pinjaman‘hibah luar negen

d Melakukan pengujian terhadap SPM atas beban rekening
khusus

g. Melakukan pengujian terhadap SPM Dana Alakasi Umum, Dana
Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil

f. Melakukan pengujian terhadap SPM perhitungan pajak ketina

g Melakukan pengesshan terhadap SPM

Bl

Menerbitkan 5P20 scbagal pengeiuaran anggaran negara alas
beban AFEN

Ll

Peneroitan Sural Keterangan Penghentian Pambayaran (SKPPY

karena adanys pegawal pindah/pensicnimeninggal dunia
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4. Menatausahakan dokumen pembayaran
&a. Menenma dan menelitl DIPA
b. Mencatat data atau dokumen anggaran ke dalam  karu
pengawasan
o. Menyimpan DIFA atau dokumen anggaran
d. Menyimpan surat keputusan
5. Menyusun laporan realisasi pembayaran
&, Penatausahaan dan penyusunan laporan realisasi Penenmaan
Negara Bukan Faiak (FNBF)
a. Melakukan penatausahaan PMNEFP
b. Menerbitkan Surat Penaghan (SPn), Surat Pemindahan
Penagihan Piutang Megara (SP3M) dan Surat Keterangan
Tanda Lunas {S¥TL) hutang pada negara.
D. Seksi Bendahara Umum
Seksi Bendaharawan umum terdin dari Koordinataor Pelaksanz Bank
Tunggal’Giro Pos dan Koordinator Pelaksana Bank Persepsi yang
masing-masing mempunyai funasi :
a. Koordinator Pelaksana Bank Tunggal/Giro Pos
Fungsi dari Koordinator Palaksana Bank TunggalGine Pos yai
melaksanakan urusan penerimaan dan pengeluaran negara mealalu
Bank Tunggal dan Bank Operasional serta menyusun
partangaungjawabannya.
Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut diatas, Koordinator
Felaksana Bank Tunggal mempunyai tugas :
1. Melakukan pembayaran berdasarkan Surat Perintah Pencsiran
Dana (SP20) melali Bank Operasicnal.
2. Melaksanakan wurusan lalu lintas uwang (penenmaar can
pengeluaran) melalu: dan dan Kas Megara.
3. Menyusun laporan realisasi penerimaan dan  pengelusran
negara melalui Bank Tunggsl serdza pembualan dafar sshsh

saldo Bank Tunnggal/Giro Pos


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

I~
=1

k. Koordinator Pelaksana Bank Persepsi

Fungsi dar Eoordinator Pelaksana Bank Persepsi  yaitu

melaksanakan uwrusan  lalu  lintaz  uwvang, pembukuan dan

partanggungjawaban melaiui Bank Persepsi sefa pembuatan

daftar selisth saldo Bank Persepsi. Untuk menyelenggarakan fungsi

tersebut diatas, Koordinator Pelaksana Bank Persepsi mempunyai

tugas :

1. membuka rekening kas nepara pada Bank Persepsi yang
ditunjuk

2. Menerima disket, LHP (Laporan Harian Penerdmaan), nota
kredit, Daftar Nominatif Penerimaan serta Buku Bank yang
bersangkutan sebagai penerimaan negara

3. Menanma nota debet pelimpahan saldo ke rekening Kas Negarma
pada Bank Indonesia dan membukukannya dalam buku bank
persepsi sebagal pengeluaran negara

4. Menelti LHP dan Daftar Nominatif Penerimaan sebagal daftar
pengantar transaksi bank untuk  dicocokkan  dengan
SSPISSBPISSEBC.
Bank-bank persepsi yang ada dalam wilayah kerfa KPKN
Jember yang dituhjuk oleh pemenntah untuk menerima dan
menatausahakan  setoran pENSMmaan negara zerta

melaparkannya pada Seksi Bendum ada tiga belas bank yaitu -
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Tabel 2.3
Daftar Bank-Bank Parsepsi

%1- BRI Jember 8. | Bank Buana Jember
2 | BNI 1946 Jember 9. | Bank Niaga Jember
2 | BTN Jember |10, | Blf Jember =i

Bank Mandin Jember 11. | Bank Danamon

Bank Bukopin Jember | 12. | BRI Lumajang

@ o] w

Bank Permata Jember | 13. | Bank Jatim Jember
7| BOA Jember
Sumber ; KPPN Jemhear

E. Seksi Verifikasi dan Akuntansi

Seksi verifikasi dan akuntansi mempunyai tugas-tugas antara lain -

4

Verifikasi transaksi keuangan

a.
b.

C.

d

2]

Menerima dan menatausahakan dokumen sumber

Menerima dan menatausahakan laporan realisasi anggaran
Menindaklanjuti termuan kesalahan dokumen

Fekonsiliasi laporan keuangan seksi verifikasi dan akuntansi
dengan laporan yang dihasilkan oleh seksi bendahara umum
dan saksi perbendaharaan

Menerbitkan sirat keterangan telah dibukukan

Fenyusunan laporan keuangan

d.

LI =T R - 5

Meiakukan perekaman saldo uvang persediazn siza tahun
anggaaran yang lalu

Melakukan proses posting dan pengecekan buky besa
Melakukan venfikasi laporan keuangan

Membuat dan mengitimkan laporan keuangan

Melakukan pengoighan  data  dar =atuan kerfa  dan

melaksanakan rekensiliasi

3 ; a.n.'b HRITAS .EF‘h'ili[!t

ﬁ

Ym mumumrusmmﬂ
&
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3.3 Tugas Pokok Dan Fungsi KPPN

KPPM mempunyai tugas pakaolk, yaitu
Melakzanaxan sebagian kewenangan perbendsharaan dan kuaza

bendahara urmum

Z. menyalurkan pemiayaan atas beban angaaran

3. Melakukan penatausahsan penenmaan dan pengeluaran anggarsn
melalui dan dari kas negara berdasarkan pemundang-undangan yang
berlaku

Lintuk melaksanakan tugas pokok tersebut KPPMN mempunyai fungsi

anizra lain:
Fenvaluran pembiayaan atas beban AFPBN

2. Pengujian terhadap dokumen Swurat Perintah Membayar (SPM)
bardasarkan peraturan perundang-undangan

3. Penerbitan Surat Penntah Pencairan Dana (SP20) dan Kas Negam
atas nama Menten Keuangan (Bendahara LUmum Negarma)

4. Penyaluran pembiayaan atas beban APBN

3. Penilaian dan pengesahan terhadap penggunaan uang yang telah
disalurkan

G. Fenatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melslui dan dan
kas negara

7. FPenyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja
negara

8. Penyusunan laporan realisasi pembiayaan yang berasal dar pinjaman
dan hibah luar negen

9. Peanatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNEP)

10, Penyelenggarsan  verifikasi  transaksi  keuzngan dan  axunizns

keuangan nagara

11 Pembuatan tanggapan dan penyelesaian temuan hasil pemenksaan

12, Pelaksanaan kehumasan
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3.4 HKegiatan Bagian Yang Dipilih

Terkait dengan prosedur pencatatan PPh pasal 21 bagan yang
sangat berperan penting adsalah pada seksi subbagian urmum. Tugas yang
harus diselesaikan pada seksi ini antara lain melaksanakan urusan
kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga, penyusunan
laporan keuangan, melaksanakan uruesan kehumasan, penerbitan SPM
kepada kantor pelayanan perbendaharaan negara . Penulis melakukan
keaiatan ini pada minggu pertama saat melaksanakan PEMN.
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BAB V
KESIMPULAN

Berdasaarkan evaluasi dan pembahasan pada bab — bab sebelumnya,

adapun kesimpulan yang dapat dipercleh adalah sebagai barikut:

i

Dasar pengenaan pajak penghasilan karyawan pada KPPN Jdember
didasarkan atas ketentuan tarif pasal 17 Undang - Undang Pajak
Penghasilan Tahun 2000.

Proses perhitungan PPh 21 telah dilakukan secara ctomatbs
dengan menggunakan komputer yang telah diprogram sesuai
dengan ketentuan perhitungan PPH pasal 21 yang telah tercantum
dalam UU pajak penghasilan.

Pelunasan pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan Kator
Pelayanan Perbendaharaan Negara { KPPN ) Jember, dibayarkan
melalui Bank Mandiri cabang Jembar

. Pelaksanaan proses perpajakan di KPPN Jembser telah dilakukan

dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan UL Perpajakan.
Pencatatan akuntansi PPh pasal 21 karyawan KEPN Jember telah
dilakukan dengan baik oleh bagian perbendaharaan sesual dengan
aturan yang berlaku.

Selama melakukan FEN penulis memperoleh pangalaman praktis
mengenai proses perhitungan Fajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji
karyawan KFFN Jember.
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